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7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 
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8. Daftar Pertanyaan 

1. Asas Kecepatan: 

a. Untuk yang pertama kali memulai mendaftarkan diri di OSS berapa 
banyak durasi waktu yang ditentukan oleh PTSP kota Makassar dalam 
proses pendaftaran sampai diterbitkannya perizinannya? 

b. Apakah dalam pelaksanaan sistem OSS nya ada kasus yang melewati 
batas waktu yang ditentukan? 

2. Asas Kemudahan 

a. Apakah pelaksanaan OSS ini dari segi pengaplikasiannya kepada 
masyarakat mudah?  

b. Apakah kendala yang paling banyak di alami oleh PTSP Kota 
Makassar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui 
sistem OSS.  

c. dalam pelaksanaan sistem OSS apakah masyarakat masih harus 
datang di PTSP Kota Makassar untuk mengurus kelengkapan berkas 
usaha diluar sistem OSS? 

3. Asas Keterjangkauan 

a. Apakah akses OSS menurut anda bisa diakses oleh masyarakat? 
b. Apakah PTSP rutin melakukan pemberian informasi kepda masyarakat 

baik itu secara website maupun secara langsung terkait informasi 
mengenai OSS? 

 4. Efektivitas 

a. sasaran atau tujuan yang hendak di capai oleh adanya OSS ini di 
DPMPTSP Kota Makassar? 

b. apakah dengan adanya OSS ini sudah berjalan efektif di PTSP Kota 
Makassar? 

c. adakah strategi DPMPTSP Kota Makassar terapkan dalam 
meningkatkan kulitas Pelayanan melalui OSS? 

d. Hambatan apakah yang banyak ditemukan oleh DPMPTSP Kota 
Makassar mengenai OSS ini. 

e. bagaimana pemenuhan fasilitas agar tercipta pelayanan melalaui OSS 
dengan baik apakah sarana dan prasarana sudah lengkap? 

5. Bagi Pelaku Usaha 

1. Sejak kapan anda menggunakan OSS? 
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2. Apakah penggunaan OSS bagi anda mudah dari segi akses hingga 
diterbitkannya izin?  

3. Dalam menggunakan OSS bagi anda sudah terjangkau? 
4. Dalam menggunakan OSS berapa banyak waktu yang anda gunakan 

dalam mulai dari pendaftaran hingga diterbitkannya izin? 
5. Apakah waktu yang ditentukan cepat? 

No. Pertanyaan mengenai Unsur 
Pelayanan 

1 Kemudahan prosedur akses 
dan pelayanan 

2 Kesesuaian persyaratan 
pelayanan 

3 Ketepatan waktu dalam 
penyelesaian pelayanan 

4  Kemampuan/ Kompetensi 
petugas 

5 Sarana dan prasarana 

6 Jaringan yang dipakai saat 
pelaksanaan pelayanan 

7 Kewajaran biaya 

 


